
BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR +I TAHUN 2OOg

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KECAMATAN DAN KELURAHAN

DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan 
. 
ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan

Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2008 tentang organisasi

dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Katingan,

perlu ditetapt<in tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan di

Kabupaten Katingan;

b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang

Tugas Pokok d'an Fungsi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten

Katingan;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok

Kepegawaian sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang

t'lomor 43 Tahun tgbg tentang Perubahan Undang - Undang Pokok -

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

1999 Nomor 169, Tambahan Lemharan Negara Nomor 3890);

2" Undang - Undang Nomor 5 Tahun 20AZ tentang Pembentukan

Kabupaten Katingln, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang

Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2AA2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4180);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan

Negari (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AO4 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2A04 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang - Undangan {Lembaran Negara Republik

tndonesia Tahun 2OA4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4389);
6, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah- (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2A04 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana telah

diubah dengan Undang - Undang Nomor I Tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang

Nomor 3 Tahun 2AOS tentang Perubahan Atas Undang - Undang



Nomor 32 Tahun 2a04 tentang pemerintah.an Daerah (Lembaran

Negara nepunril. lndonesia rinun 2005 Nomor 108, Tambahan

Leilbaran Negara Nomor 4548);

T. Undang - UnJrng Nomor gd. Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan A;;; pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran G; nipuUf iX-.tndonesia Tahun 20A4 Nomor 126,

iambahan Lemlaran Negara Nomor 4438);

g. peraturan p**ointuh iepuyik lndonesia Nomor 16 Tahun 1994

tentang Ja5atan 
-Fungsionit 

fe-gawai 
trtegll Srpit (Lembaran Negara

Republik lndonesia fahun tgi+ Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1547j',
g. peraturan pemeiintaf' Republik lndonesia Nomor 13 Tahun 20AZ

tentang perunarran atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun

2000tentang-p"ng,ngkatanPegawaiNegeriSipilDalam
Jabatan Strukiural (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

ZOniNomor gd, iamnahan Lembaran Negara Nomor 4194);

l0.peraturan p#erintah Republik lndonesia Nomor 73 Tahun 2005

tentang xeturarran (Lembaran Negara.Republik lndonesia Tahun

Z00S Nomor iSg, f;*nahan Lembaian Negara Nomor 4588 );

11. peraturan p**Liinirh Republik lndonesia Nomor 79 Tahun 2005

tentang pedoman pembinaan dan penga_wasan Penyelengg€raan
pemerintanrn daeratr (Lembaran Negari Reputlik lndonesia Tahun

2005 Nomor tOS, famdahan Lembaran Negara Nomor 4593 );

12. peraturan p"mlrintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2aa7

tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah'

pemerintar,an oJeiah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten

/ Kota qLemnaian Negara Republik lndonesia Tahun 20A7 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

lS.Peraturan Pemerintarr Rep-untik lndonesia Nomor 41 Tahun 2AA7

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2oa7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

RePublik lndonesia Nomor 4741)',

l4.Peraturan pemerintah Republik lndonesia Nomor 19 Tahun 2008

tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);

15. peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan organisasi Perangkat Daerah;

l6.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembagian urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten

Katingan Nomor 3 Tahun 2008);
17. peratlran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Korja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten

Kalingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun

2008);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN KATINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal {

MenetaPkan :



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1'Daerahotonom,selanjutnyadisebutDierahadalahKesatuan
MasyarakatHukumyangmempunyaibatas-bataswilayahyang
berwenangmengaturdanmengurusuru$anPemerintahdan
kepentingan 

'i'rlvaiukrt set**[at menurut prakarsa sendiri

berdasarkrn u*ilrJJi', *ffivurrkat'dalam system Negara Kesatuan

Republik lndonesia (NKRII r! -,-- Fr^*aaarza+ r.laarah eohaor .

2. pemerintan oaeian'adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai

Lntri p*nyelenggara Pemprintahan Daerah;

3. BuPati dalah BuPati Katingan;

4. DPRD aoaarr Dewan pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Katingan
5. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;.

6. perangkat oa*[r1 ,Jalah organisasi / Lembaga pada Pemerintah

Daerah, terUii aias Set retarLt Daerah, Sekretariat DPRD' Dinas

Daerah Oun iernUrgu *knis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

7. Kecamatan adalah wilayah rerla Camat sebagai Perangkat Daerah

KabuPaten Katingan;
g. camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah

KabuPaten Katingan;
g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah

Kabupaten Katingan dibawah Kecamatan;

10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah

KabuPaten Katingan;
ll,Desaadalahkesatuanmasyara-kathukumyangmemiliki

kewenangan untuk mengatui dan mengurus t<9ge1ti19an

masyarakat' seiempat nerOiiart<an 'Tl--!:,1i 
d'n adat istiadat

setempatyangdiakuidalamsistempemerintahannasionaldan
berada, di daerah KabuPaten;

12. Pemerintah Desa adatah kepala desa dan perangkat desa;

13. Jabatan st*[turar adalah kedudukan yang menunjukkan tuqas,

tanggungjawab,wewenangdanhakseorangPegawaiNegeriSipil
oarl[-l r.nbr,u n,bmimpin suitu organisasi Pemerintahan;

14. Jabatan Fr.d;;;t uortur, redudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung iu, iln-***"ffi; dan hak seoiang Pegawai Negeri $ipil

dalam suatu kesatuan organlsasi yang dalam pelaksanaan tugasnya

didasarkan 
"prOu 

keahlLn Oan'atiu ketrampilan serta bersifat

mandiri;
15'PeraturanBupatiselanjutnyadisebutPerbubadalahPeraturan

BuPati Katingan.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini .ditetapkan 
Tugas Pokok dan Fungsi

kecimatan dan Kelurahan di Kabupaten Katingan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
KECAMATAN

Pasal 3



a.
b.
c.
d.
A

t.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

a. Camat;
b. Sekretariat, membawahkan :

1) Sub Bagian Tata Usaha;

2i Sub Balian Program, Evaluasi dan Pelaporan'

c. Seksi Tata Pemerintahan;
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,

f. Seksi Pembangunan;
g. KelomPok Jabatan Fungsional'

Bagian Kedua
KELURAHAN

Pasal 4

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :

Lurah;
Sekretariat;
Seksi Tata Pemerintahan;
Seksi PemberdaYaan MasYarakat;

$eksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KECAMATAN

CAMAT

Pasal 5

(1) camat mempunyai tugas pokqt melaksanakan sebagian kewenangan

pemerintahan yrng 
- dilimpahkan Bupati kepada camat untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah"

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Camat menyelenggarakan fungsi :

a.'mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;

b. men[t<oordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum,

c. men[koordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan;
d. mengkoorU inasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum; dan
e. membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerianya.

SEKRETARIS KECAMATAN

Pasal 6

(1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tuEas

Kecamatan di bidang kesekretariatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), $ekretaris memPunYai fungsi :

a." pelaksanaan penyusunan rengana program kegiatan kecamatan;

b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan;



c'pelaksanaanpengkoordinasianpenyusunanrencana,program,
evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;

d. pengkoorOinasian penyelenggaraan tug.as Seksi;

e. fasititasi d;-;dgtoordiriisian t<egiatan Kecamatan dengan

lnstansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

kecamatan;
f.pelaksanaanmonitoring,evaluasi,pelaporandanpengendalian

administratii f."giuirn tiietretariatan dan kecamatan; dan

g. melaksana[rn 
"trg$ lain yang diberikan oleh camat sesuai

dengan tugas Pokok dan fungsinYa'

Pasal 7

Sekretariat Kecamatan, membawahkan :

1. Sub Bagian Tata Usaha;

2- SuU Ba[ian Program, Evaluasi dan Pelaporan'

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

(1) Sub BaEian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang tata usaha;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
\-/ 

ft;, SrU Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi

a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup tata

usaha;
b. pengelolaan tata usaha yang meliputi pengelolaan naskah dinas'

penataan- kearsipan (ecimatan, penyelenggaraan kerumah-

tanggaan Kecamatan, pengelolaan perlengkapan d.': 
-"Mlisirasi

perlatanan dinas, serta pelaksanaan administrasi kepegawatan'

dan
c. pelaporan kegiatan lingkup tata usaha'

SUBBAGIANPRoGRAM,EVALUASIDANPELAPoRAN

Pasal 9

(1) sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas, 
pokok melaksana[an sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang

i'rogram, Evaluasi dan PelaPoran'

(2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat\-' 
irl, sru eugirn prtgra,i, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan

fungsi:
a'penyusunanrencanadanprogramkerjaKecamatan;
b.pelaksanaanpengendalian_program,evaluasidanpelaporan

meliputi f.eghtln penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan

kecamatan] footdinaii penyu$unan rencana dan program serta

koordinasi 
' 
pengendalian program serta penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja kecamatan; dan

c.pengkoordinasianpelaporanlingkupkegiatanprogramkerja,
evaluasi dan pelaporan Kecamatan'



SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Pasal 10

(1) Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas ,pokok melaksanakan

sebagian tugas t<ecamatan di bidang tata pemerintahan'

(2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
--' 

ili,-s*r.si Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunandatadanmateribahanlingkuptatapemerintahan;
b pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tentangga;

c. pelayanan administrasi pertanahan;

dpem-binaanadministrasipemerintahanKelurahan;
e. fasititasi ;;;" 6;t""rdinasian kegiatan tata pemerintahan

dengan lnstansi terkait; dan

f. pelaporan pelaksanaan lingkup tata pemerintahan'

$EKSIPEMBERDAYAANMASYARAKATDANDESA

Pasal {1

(1)seksiPemberdayaanMasyarakatdanDesamempunyaitugaspokok
melaksanat<an slbagian tugas Kecamatan di bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
\-, 

tf l, S*f.*i p"*n"rOryuin frrtasyarakat dan Desa menyelenggarakan

fungsi :

a.penyusunandatadanbahanmaterilingkuppemberdayaan
masYarakat dan desa;

b. inventarisasi dan fasilitasi masalah sosial kemasyarakatan;

c. pemninaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat

Kecamatan dan Kelurahan;
d. fasilitasi p**uintun bidang keagamaan, ketahanan keluarga'

partisipasiJan pemnerdayaan perempuan serta generasi muda;

e. fasilitasi dan 'pengl<ooriinasian kegiatan bidang keagamaan,

ketahanan keluargi, partisipasi dan pemberdayaan perempuan

sertagenerasimudadenganlnstansiterkait;dan
f. petaporaripEu[urnran liirgkup bidang pemberdayaan masyarakat

dan desa.

SEK$IKETENTRAMANDANKETERTIBANUMUM

Pasal 12

(1) seksi Ketentramarr dan Ketertiban umum mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan

ketertiban umum'

(2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
'-'(1), seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan

fungsi :

a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan

ketertiban umum;
b. pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

c. pembinaan potensi perlindungan masyarakat;

;. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan

penanggulangan bencana;

dan

6



e.fasilitasidanpengkoordinasiankegiatanketentramandan
ketertiban u*u* deigan lnstansi terkait; dan

f. pelaporan p"ir[u'n'in tingkup ketentraman dan kete(iban umum'

SEKSI PEMBANGUNAN

Pasal '13

(1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

' ' tugru Kecamatan di bidang pembangunan'

(2)Untukmelaksanakantugaspokoksebagaimanadimaksudpadaayat'-' (r), s.xsi pemLanguna'imenyelenggarakan fungsi :

a. penyusunun OJt, dan bahan materi lingkup pembangunan;

b. fasilitasi p"rOin,un bidang koperasi' G'P kecil dan menengah'

c. inventarisJsi potenri ekonomi masyarakat dan pembangunan;

d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik' fasilitas umum

dan fasilitas sosial,

e. fasititasi i;- ffigkoordinasian kegiatan ekonomi' ketahanan

pangan dan pembangunan dengan lnstansi terkait; dan

f. petaporan pdtaksanain kegiatan lingkup pembangunan'

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KELURAHAN

LURAH

Pasal 14

(1)Lurahmempunyaitugas.'pokokmelaksanakansebagianUrusan
pemerintanrn vaig '"ij'Oi 

kewenangannya yang dilimpahkan oleh

Camat kePada Lurah'

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Lurah menyelenggarakan fungsi :

a." pelaksunrin teiiitan tata pemerintahan Kelurahan;

b. pemneroiyaan-*uryrrakat, perekonomian dan kesejahteraan

rakYat;
c. PelaYananmasyarakat;
d. penyelenggatain ketentraman dan ketertiban umum;

e. pemerinalJan poru.rna dan fasilitas pelayanan umum; dan

f. pembinaan lembaga kemasyarakatan'

SEKRETARIS LURAH

Pasal 15

(1) sekretaris Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Lurah di bidang kesekretariatan'

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
\-' 

(1), $ekretaris Lurah menyelenggarakan fynpsi'

a. p"^yu*rnun data din nlinan materi lingkup kesekretariatan

Kelurahan;
b. pelayanan data dan informasi Kelurahan;

c'penyusunanrencanaprogramdankegiatanKelurahan;
; penletotaan perlengkapah, keuangan dan kepegawaian;

7



e, pengkoordinasian kegiatan seksi di Kelurahan;

f. pelayanan administrasi umum lainnya;

g. fasititasi d* figkoordinasian kegiatan Kelurahan dengan

lnstansi Terkait; dan

h. petaporan ;&ii*rran lingkup kesekretariatan dan Kelurahan.

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Pasal 16

(1)SeksiTataPemerintahanmempunyaitugalpokokmelaksanakan
sebagian tugas Lurah di bidang tata pemerintahan'

(2) untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), seksi Tata

Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan oala dai nanan materi lingkup tata pemerintahan;

b. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan pengurus Rukun Tetangga

(RT) dan Rukun Warga (RV\D;

c. pengkoordinasian dai tasititisi kegiatan tata pemerintahan dengan

lnstansi Terkait;
d. pelayanan administrasi pertanahan;

e. betayanan administrasi kependudukan; dan

f. pelaporan pelaksanaan lingkup tata pemerintahan'

SEKSI PEMBERDAYAAN MA$YARAKAT

Pasal 17

(1)SeksiPemberdayaanMasyarakat-me'mpunyaitugaspokok
melaksanakan seLagian tugis Lurah di bidang pemberdayaan

masyarakat;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat\-' 
(1), Seksi Pemberdayaai Masyarakat rnenyelenggarakan fungsi.:

a, penyusunan da'ta dan bahan materi lingkup pemberdayaan

masYarakat;
b. inventarisaii potensi bidang pemberdayaan masyarakat;

c. pembinaan terhadap temnaga kemasyarakatan di tingkat

Kelurahan;
d. fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga,

partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda;

e. pemberdayaan masyarakai dalam pencegahan dan

Penanggulangan bencana;
f. iasititaiip"*Einran bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

n fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik, fasilitas umum

dan fasilitas sosial
h. inventarisasi dan fasilitasi ketahanan pangan;

i. fasilitasi oan pengkoordinasian kegiatan bidang pemberdayaan

masyarakat dengan lnstansi terkait; dan
j pelaporan peliksanaan kegiatan lingkup pemberdayaan

masyarakat;

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 18

I



(1) seksi Ketentraman dan Ketertiban umum mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang ketentraman dan

ketertiban umum;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
'-' (r), Seksi Keientramai drn Ketertiban Umum menyelenggarakan

fungsi :

a, penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan

ketertiban umum;
b. pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

c. pembinaan potensi perlindungan masyarakat;

d pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan

penanggulangan bencana;
e. fasilitasi dan- pengkoordinasian kegiatan ketentraman dan

ketertiban umum dengan lnstansi terkait; dan

f. pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban umum'

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Kecamatan dan

Kelurahan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan

fungsionat yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

bidang keahtiannYa.
(2) Setiafi Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior

yang'diangkat oleh bupati atas usul Camat untuk Kecamatan dan

Lurah untuk Kelurahan.
(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati

berdasbrk-an 
-i<ebutunan 

dan beban kerja, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan Yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 20

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-

tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi,

simPlikasi dan sinkronisasi.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin

dan 
' 

men'gtoordinasikan bawahannya masing-masing dan

memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan

tugas.
(3) SJtiup pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi

petunjuf-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-

masing serta menyampaikan laporan tepat waktu'
(4) Setiap- laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari

bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut'

BAB VIII
HAL MEWAKILI

KECAMATAN

Pasal 21



i1)DalamhalCamatb,erhalangan,CamatdapatmenunjukSekretaris
Kecamatan '

(2)DalamhalsekretarisKecamatanberhaiangan,makaCamatdapat
menunjuk 14epa]a Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatan'

KELURAHAN

Pasal 22

(1)DalamhalLurahberhalangan,LurahdapatmenunjukSekretaris
Kelurahan -

(2) Dalam hal Sekretaris Kelurahan berhalangan, maka Lurah dapat

menunjuk K*p;i;-a;t<si berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Tugas pokok dan fungsi satuan organisasi Kecamatan dan Kelurahan di

tingkungan pemerintin Kabupat#- Katingan sebagaimana dimaksud

datam peraturan ildii ini meiupakan peniibaran dari Peraturan Daerah

Kabupaten xatin#iiii*or e rh!,rn 200ti tentang organisasi dan Tata

Gfu', Kecamatan-drn Kelurahan di Kabupaten Katingan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan'

Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

KabuPaten Katingan'

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, Jr APril 2009

BUPATI KATINGAN,

0
t-_

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, $q APril

PIt. SEKRET DAERAH
ATINGAN,

TATEL LADJU

B,&G8,4ru #n*eFIl!ii:i
sffit{$A
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